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Abstrak:
Banyak orang-orang yang tidak mengetahui hukum dan cara pembagian waris, dalam hal
ini bagi orang muslim yang menggunakan hukum Islam. Pada prinsipnya hukum Islam
memberikan kemudahan bagi manusia. Ilmu faraid (waris) memberikan penjelasan tentang cara-
cara pembagian harta waris seperti siapa saja yang berhak mendapat harta waris dari semua ahli
waris dan berapa persen bagiannya. Penelitian ini membangun suatu sistem informasi pengolahan
data pembagian harta waris yang berdasarkan pada hukum Islam. Sistem informasi pengolahan
data ini diharapkan dapat membantu setiap orang yang membutuhkan nilai pembagian harta waris
dengan menggunakan cara pembagian yang berdasarkan hukum Islam. Nilai harta waris yang akan
dibagi adalah harta waris setelah dikurangi wasiat pewaris bila ada wasiat, hutang piutang dan
biaya pengurusan jenazah. Hasil pembagian adalah berupa nilai prosentase untuk setiap ahli waris
yang berhak mendapatkan harta waris setelah proses pembagian. Penentuan nilai nominal harta
waris tidak akan dihitung dalam sistem ini. Hasil yang diperoleh dari sistem penunjang keputusan
ini adalah output berupa informasi golongan ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris, dan
nilai prosentase pendapat waris untuk masing-masing ahli waris yang berhak mendapatkan harta
waris.
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I. PENDAHULUAN
Seiring dengan laju perkembangan
komputer, baik hardware maupun software,
maka perkembangan informasi dengan
menggunakan alat bantu komputer semakin
meningkat. Sarana komputer sangatlah
diperlukan sebagai sarana yang digunakan
oleh setiap pemakai baik perorangan maupun
instansi untuk mendapatkan informasi yang
dibutuhkan dengan cara yang lebih mudah
dan cepat untuk memenuhi segala kebutuhan.
Pengadilan Agama Kota Palopo adalah
salah satu instansi yang ingin
mengembangkan sistem informasi dengan
sarana pendukung komputer. Salah satu
pekerjaan yang dilaksanakan di Pengadilan
Agama Kota Palopo adalah pembagian harta
warisan.
Sistem informasi pengolahan data
pembagian harta warisan berperan penting
sebagai sumber informasi dalam rangka
pengambilan keputusan dan
pertanggungjawaban dengan tepat. Dalam
praktek kehidupan sehari-hari, persoalan
waris sering kali menjadi krusial yang
terkadang memicu pertikaian dan
menimbulkan keretakan hubungan keluarga.
Penyebab utamanya adalah keserakahan dan
ketemakan manusia, disamping karena
kekurangtahuan pihak-pihak yang terkait
mengenai hukum pembagi warisan.
Disamping terbatasnya orang-orang
yang memiliki pengetahuan dan keahlian
khusus yang dapat memberikan solusi atau
berkonsultasi dengan orang-orang yang
membutuhkan informasi pembagian warisan.
Berdasarkan uraian diatas terlihat jelas
bahwa pengguna teknologi informasi
berbasis komputer akan sangat membantu
dalam proses pengambilan keputusan yang
berhubungan erat dengan pemecahan
masalah kehidupan sehari-hari, maka penulis
tertarik untuk mengimplementasikan sebuah
sistem untuk membantu pengambilan
keputusan pembagian harta waris menurut
hukum Islam dengan membangun “Sistem
Informasi Pengolahan Data Pembagian
Harta Warisan Menurut Hukum Islam
Pada Pengadilan Kota Palopo.”
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II. LANDASAN TEORI
2.1 Definisi Sistem
Beberapa pendapat menurut para Ahli
mengenai Pengertian Sistem antara lain
sebagai berikut :
Menurut Steven A. Moscove dan Mark
G. Sinkin dalam buku Jogiyanto H.M
(1999:1) mendefinisikan sistem sebagai
berikut:
Sistem adalah suatu kesatuan yang
terdiri dari interaksi sub sistem yang
berusaha untuk mencapai tujuan (Goal) yang
sama.
Menurut M. J. Alexander dalam buku
Jogiyanto H.M, (1999:2) mendefinisikan
sistem sebagai berikut:
Sistem adalah suatu grup dari
elemen-elemen baik berbentuk fisik maupun
bukan fisik yang menunjukkan suatu
kumpulan saling berhubungan diantaranya
dan berinteraksi bersama-sama menuju satu
atau lebih tujuan, sasaran atau akhir dari
sistem.
2.2 Konsep Informasi
Menurut Jogiyanto H.M (2001:8),
mendefinisikan informasi adalah data yang
diolah menjadi bentuk yang lebih berguna
dan lebih berarti bagi yang menerimanya.
2.3 Konsep Basis Data
Menurut Fathansyah (2001:1) sistem
basis data adalah suatu sistem informasi yang
mengintegrasikan kumpulan dari data yang
saling berhubungan satu dengan yang lainnya
sehingga dapat digunakan untuk beberapa
aplikasi yang bermacam-macam di dalam
suatu organisasi.
Database (basis data) dibentuk dari
kumpulan file-file. Di dalam pemrosesannya
aplikasi dapat dikategorikan ke dalam
beberapa tipe, diantaranya :
a) File Induk (Master File) yaitu file yang
tetap terus ada selama hidup dari sistem
informasi.
b) File Transaksi (Transaction File) yaitu
file untuk digunakan untuk merekam
hasil dari suatu transaksi yang terjadi.
c) File Laporan (Report File) yaitu file
yang berisi dengan informasi yang akan
ditampilkan.
d) File Sejarah (History File) yaitu file
yang disebut juga dengan nama file
arsip, yaitu file yang berisi data masa
lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi
perlu disimpan untuk keperluan
mendatang.
e) File Cadangan (Backup File) yaitu
salinan dari file-file yang masih aktif
pada basis data  pada suatu saat tertentu.
f) File Kerja (Working File) yaitu file yang
disebut juga file sementara.
2.4 Konsep Perancangan Database
Merancang database merupakan suatu
hal yang sangat penting. Kesulitan utama
dalam merancang database adalah
bagaimana merancang sehingga database
dapat memuaskan keperluan saat ini dan
masa datang. Pada perancangan konseptual
akan menunjukan entity dan relasinya
berdasarkan proses yang diinginkan oleh
organisasi. Ketika menentukan entity dan
relasinya dibutuhkan analisis data tentang
informasi yang ada dalam spesifikasi di masa
mendatang. Pada perancangan model
konseptual penekanan tinjauan dilakukan
pada struktur data dan relasi antar file.
Tidaklah perlu dipikirkan tentang terapan dan
operasi yang akan dilakukan pada database.
2.5 Definisi Waris
Al-miirats, dalam bahasa Arab adalah
bentuk mashdar (infinitif) dari kata waritsa-
yaritsu-irtsan-miiraatsan. Maknanya
menurut bahasa dalam buku Ash-habuni,
Muhammad Ali, (1995:1) ialah:
Berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada
orang lain, atau dari suatu kaum kepada
kaum lain.
Pengertian menurut bahasa ini tidaklah
terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan
dengan harta, tetapi mencakup harta benda
dan non harta benda. Sedangkan makna al-
miirats menurut istilah yang dikenal para
ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan
dari orang yang meninggal kepada ahli
warisnya yang masih hidup, baik yang
ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah,
atau apa saja yang berupa hak milik legal
secara syar'i.
2. 6 Pengertian Peninggalan
Pengertian peninggalan yang dikenal
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dikalangan fuqaha oleh Ash-Shabumi,
Muhammad Ali (1995:2) ialah:
“segala sesuatu yang ditinggalkan
pewaris, baik berupa harta (uang) atau
lainnya”.
Jadi pada prinsipnya segala sesuatu yang
ditinggalkan oleh orang yang meninggal
dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk di
dalamnya bersangkutan dengan utang
piutang, baik utang piutang itu berkaitan
dengan pokok hartanya (seperti harta yang
berstatus gadai), atau utang piutang yang
berkaitan dengan kewajiban pribadi yang
rnesti ditunaikan (misalnya pembayaran
kredit atau mahar yang belum diberikan
kepada istrinya).
2.7 Derajat Ahli Waris
Antara ahli waris yang satu dan lainnya
ternyata mempunyai perbedaan derajat dan
urutan. Ash-Shabumi, Muhammad Ali
(1995:56) ialah :
a. Ashhabul furudh. Golongan inilah
yang pertama diberi bagian harta
wadsan. Mereka adalah orang-orang
yang telah ditentukan bagiannya dalam
Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma’.
b. Ashabah nasabiyah. Setelah ashhabul
furudh, barulah ashabat nasabiyah
menerima bagian. Ashabah nasabiyah
yaitu setiap kerabat (nasab) pewaris
yang menerima sisa harta warisan yang
telah dibagikan. Bahkan, jika ternyata
tidak ada ahli waris lainnya, istri
berhak mengambil seluruh harta
peninggalan. Misalnya anak laki-laki
pewaris, cucu dari anak laki-laki
pewaris, saudara kandung pewaris,
paman kandung, dan seterusnya.
c. Penambahan bagi ashhabul furudh
sesuai bagian (kecuali suami istri).
Apabila harta warisan yang telah
dibagikan kepada semua ahli warisnya
masih juga tersisa, maka hendaknya
diberikan kepada ashhabul furudh
masing-masing sesuai dengan bagian
yang telah ditentukan. Adapun suami
atau istri tidak berhak menerima
tambahan bagian dari sisa harta yang
ada. Sebab hak waris bagi suami atau
istri disebabkan adanya ikatan
pernikahan, sedangkan kekerabatan
karena nasab lebih utama mendapatkan
tambahan dibandingkan lainnya.
d. Mewariskan kepada kerabat. Yang
dimaksud kerabat di sini ialah kerabat
pewaris yang masih memiliki kaitan
rahim tidak termasuk ashhabul furudh
juga 'ashabah. Misalnya, paman
(saudara ibu), bibi (saudara ibu), bibi
(saudara ayah), cucu laki-laki dari
anak perempuan, dan cucu perempuan
dan anak perempuan. Maka, bila
pewaris tidak mempunyai kerabat
sebagai ashhabul furudh, tidak pula
'ashabah, para kerabat yang masih
mempunyai ikatan rahim dengannya
berhak untuk mendapatkan warisan.
e. Tambahan hak waris bagi suami
atau istri. Bila pewaris tidak
mempunyai ahli waris yang termasuk
ashhabul furudh dan 'ashabah, juga
tidak ada kerabat yang memiliki ikatan
rahim, maka harta warisan tersebut
seluruhnya menjadi milik suami atau
istri. Misalnya, seorang suami
meninggal tanpa memiliki kerabat
yang berhak untuk mewarisinya, maka
istri mendapatkan bagian seperempat
dan harta warisan yang
ditinggalkannya, sedangkan sisanya
merupakan tambahan hak warisnya.
Dengan demikian, istri memiliki
seluruh harta peninggalan suaminya.
Begitu juga sebaliknya suami terhadap
harta peninggalan istri yang
meninggal.
f. Ashabah karena sebab. Yang
dimaksud para 'ashabah karena sebab
ialah orang-orang yang memerdekakan
budak (baik budak laki-laki maupun
perempuan). Misalnya, seorang bekas
budak meninggal dan mempunyai
harta warisan, maka orang yang pernah
memerdekakannya termaksud salah
satu ahli warisnya, dan sebagai
'ashabah. Tetapi pada masa kini sudah
tidak ada lagi.
g. Orang yang diberi wasiat lebih dari
sepertiga harta pewaris. Yang
dimaksud disini ialah orang lain,
artinya bukan salah seorang dan ahli
waris.
h. Baitulmal (kas negara). Apabila
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seseorang yang meninggal tidak
mempunyai ahli waris ataupun kerabat
maka seluruh harta peninggalannya
diserahkan kepada baitulmal untuk
kemaslahatan umum.
2.8 Rukun Waris
Dalam Islam Rukun waris ada tiga:
a. Pewaris, yakni orang yang meninggal
dunia, dan ahli warisnya berhak untuk
mewarisi harta peninggalannya.
b. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak
untuk menguasai atan menerima harta
peninggalan pewaris dikarenakan
adanya ikatan kekerabatan (nasab)
atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
c. Harta warisan, yaitu segala jenis
benda atau kepemilikan yang
ditinggalkan pewaris, baik berupa
uang, tanah, dan sebagainya.
2.9 Syarat Waris
Syarat-syarat waris juga ada tiga
dalam buku Ash-Shabumi, Muhammad
Ali (1995:68) ialah:
a. Meninggalnya seseorang (pewaris)
baik secara hakiki maupun secara
hukum (misalnya dianggap telah
meninggal).
Yang dimaksud dengan
meninggalnya pewaris baik secara
hakiki ataupun secara hukum ialah
bahwa seseorang telah meninggal dan
diketahui oleh seluruh ahli warisnya
atau sebagian dari mereka, atau vonis
yang ditetapkan hakim terhadap
seseorang yang tidak diketahui lagi
keberadaannya. Sebagai contoh, orang
yang hilang yang keadaannya tidak
diketahui lagi secara pasti, sehingga
hakim memvonisnya sebagai orang
yang telah meninggal.
b. Adanya ahli waris yang hidup secara
hakiki pada waktu pewaris meninggal
dunia.
Maksudnya, pemindahan hak
kepemilikan dari pewaris harus kepada
ahli waris yang secara syariat benar-
benar masih hidup, sebab orang yang
sudah mati tidak memiliki hak untuk
mewarisi.
Sebagai contoh, jika dua orang atau
lebih dari golongan yang berhak saling
mewarisi meninggal dalam satu peristiwa-
atau dalam keadaan yang berlainan tetapi
tidak diketahui mana yang lebih dahulu
meninggal maka di antara mereka tidak
dapat saling mewarisi harus yang mereka
miliki ketika masih hidup. Hal seperti ini
oleh kalangan fuqaha digambarkan seperti
orang yang sama-sama meninggal dalam
suatu kecelakaan kendaraan, tertimpa
puing, atau tenggelam. Para fuqaha
menyatakan, mereka adalah golongan orang
yang tidak dapat sating mewarisi.
c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti,
termasuk jumlah bagian masing-masing.
Dalam hal ini posisi para ahli waris
hendaklah diketahui secara pasti, misalnya
suami, istri, kerabat, dan sebagainya,
sehingga pembagi mengetahui dengan pasti
jumlah bagian yang harus diberikan kepada
masing-masing ahli waris. Sebab, dalam
hukum waris perbedaan jauh dekatnya
kekerabatan akan membedakan jumlah
yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup
hanya mengatakan bahwa seseorang adalah
saudara sang pewaris. Akan tetapi baru
dinyatakan apakah ia sebagai saudara
kandung, saudara seayah, atau saudara
seibu. Mereka masing-masing mempunyai
hukum bagian, ada yang berhak menerima
warisan karena sebagai ahlul furudh, ada
yang karena 'ashabah, ada yang terhalang
hingga tidak mendapatkan warisan
(mahjub), serta ada yang tidak terhalang.
2.10 Penggugur Hak Waris
Penggugur hak waris seseorang
maksudnya kondisi yang menyebabkan hak
waris seseorang menjadi gugur dalam buku
Ash-Shabumi, Muhammad Ali (1995:72)
ada tiga:
a. Budak
Seseorang yang berstatus sebagai
budak tidak mempunyai hak untuk
mewarisi sekalipun dari saudaranya.
Sebab segala sesuatu yang dimiliki
budak, secara langsung menjadi milik
tuannya. Baik budak itu sebagai
qinnun (budak murni), mudabbar
(budak yang telah dinyatakan merdeka
jika tuannya meninggal), atau mukatab
(budak yang telah menjalankan
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perjanjian pembebasan dengan
tuannya, dengan persyaratan yang
disepakati kedua belah pihak).
b. Pembunuhan
Apabila seorang ahli waris membunuh
pewaris (misalnya seorang anak
membunuh ayahnya), maka ia tidak
berhak mendapatkan warisan.
c. Perbedaan Agama
Seorang muslim tidak dapat mewarisi
ataupun diwarisi oleh orang non
muslim, apa pun agamanya.
2.11 Ahli Waris dari Golongan Laki-laki
Ahli waris (yaitu orang yang berhak
mendapatkan warisan) dari kaum laki-laki
ada lima belas:
a. anak laki-laki,
b. cucu laki-laki (dari anak laki-laki),
c. bapak,
d. kakek (dari pihak bapak),
e. saudara kandung laki-laki,
f. saudara laki-laki seayah,
g. saudara laki-laki seibu,
h. anak laki-laki dari saudara kandung
laki-laki,
i. anak laki-laki dari saudara laki-laki
seibu,
j. paman (saudara kandung bapak),
k. paman (saudara bapak seayah),
l. anak laki-laki dari paman (saudara
kandung ayah),
m. anak laki-laki paman seayah,
n. suami,
o. laki-laki yang memerdekakan budak.
Bagi cucu laki-laki yang disebut sebagai
ahli waris di dalamnya tercakup cicit (anak
dari cucu) dan seterusnya, yang penting laki-
laki dan dari keturunan anak laki-laki. Begitu
pula yang dimaksud dengan kakek, dan
seterusnya.
2.12 Ahli Waris dari Golongan Wanita
Adapun ahli waris dari kaum wanita ada
sepuluh:
a. anak perempuan,
b. Ibu,
c. anak perempuan (dari keturunan anak
laki-laki),
d. nenek (ibu dari ibu),
e. nenek (ibu dari bapak),
f. saudara kandung perempuan,
g. saudara perempuan seayah,
h. saudara perempuan seibu,
i. istri,
j. perempuan yang memerdekakan
budak.
Cucu perempuan yang dimaksud diatas
mencakup pula cicit dan seterusnya, yang
penting perempuan dari keturunan anak laki-
laki. Demikian pula yang dimaksud dengan
nenek-baik ibu dari ibu maupun ibu dari
bapak dan seterusnya.
2.13 Pembagian Waris Menurut Al-
Qur'an
Jumlah bagian yang telah ditentukan
Al-Qur'an ada enam macam, yaitu setengah
(1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8),
dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan
seperenam (1/6). Kini mart kita kenali
pembagiannya secara rinci, siapa raja ahli
waris yang termasuk ashhabul furudh dengan
bagian yang berhak istri terima.
1. Ashhabul furudh yang Berhak
Mendapat Setengah
Ashhabul furudh yang berhak
mendapatkan separuh dari harta waris
peninggalan pewaris ada lima, satu
dari golongan laki-laki dan empat
lainnya perempuan. Kelima ashhabul
furudh tersebut ialah suami, anak
perempuan, cucu perempuan
keturunan anak laki-laki, saudara
kandung perempuan, dan saudara
perempuan seayah. Rinciannya seperti
berikut:
a. Seorang suami berhak untuk
mendapatkan separuh harta
warisan, dengan syarat apabila
pewaris tidak mempunyai
keturunan, baik anak laki-laki
maupun anak perempuan, baik
anak keturunan itu dari suami
tersebut ataupun bukan.
b. Anak perempuan (kandung)
mendapat bagian separuh harta
peninggalan pewaris, dengan
dua syarat:
1. Pewaris tidak mempunyai
anak laki-laki (berarti anak
perempuan tersebut tidak
mempunyai saudara laki-
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laki).
2. Apabila anak perempuan itu adalah
anak tunggal.
Bila kedua persyaratan tersebut
tidak ada, maka anak perempuan
pewaris tidak mendapat bagian
setengah.
c. Cucu perempuan keturunan anak laki-
laki akan mendapat bagian separuh
dengan tiga syarat:
1. Apabila ia tidak mempunyai saudara
laki-laki (yakni cucu laki-laki dari
keturunan anak laki-laki).
2. Apabila hanya seorang (yakni cucu
perempuan dari keturunan anak laki-
laki tersebut sebagai cucu tunggal).
3. Apabila pewaris tidak mempunyai
anak perempuan ataupun anak laki-
laki.
d. Saudara kandung perempuan akan
mendapat bagian separuh harta warisan,
dengan tiga syarat:
1. Ia tidak mempunyai saudara kandung
laki-laki.
2. Ia hanya seorang diri (tidak
mempunyai saudara perempuan).
3. Pewaris tidak mempunyai ayah atau
kakek, dan tidak pula mempunyai
keturunan, baik keturunan laki-laki
ataupun keturunan perempuan.
e. Saudara perempuan seayah
akan mendapat bagian separuh
dari harta warisan peninggalan
pewaris, dengan empat syarat:
1. Apabila ia tidak
mempunyai saudara laki-
laki.
2. Apabila ia hanya seorang
diri.
3. Pewaris tidak mempunyai
saudara kandung
perempuan.
4. Pewaris tidak mempunyai
ayah atau kakak, dan tidak
pula anak, baik anak laki-
laki maupun perempuan.
2. Ashhabul furudh yang Berhak
Mendapat Seperempat
Adapun kerabat pewaris yang
berhak mendapat seperempat (1/4) dari
harta peninggalannya hanya ada dua,
yaitu suami dan istri. Rinciannya
sebagai berikut:
a. Seorang suami berhak mendapat
bagian seperempat (1/4) dari
harta peninggalan istrinya
dengan satu syarat, yaitu bila
sang istri mempunyai anak atau
cucu laki-laki dari keturunan
anak laki-lakinya, baik anak atau
cucu tersebut dari darah
dagingnya ataupun dari suami
lain (sebelumnya).
b. Seorang istri akan mendapat
bagian seperempat (1/4) dari
harta peninggalan suaminya
dengan satu syarat, yaitu apabila
suami tidak mempunyai
anak/cucu, baik anak tersebut
lahir dari rahimnya ataupun dari
rahim istri lainnya.
3. Ashhabul furudh yang Berhak
Mendapat Seperdelapan
Dari sederetan ashhabul furudh yang
berhak memperoleh bagian seperdelapan
(1/8) yaitu istri. Istri, baik seorang maupun
lebih akan mendapatkan seperdelapan dari
harta peninggalan suaminya, bila suami
mempunyai anak atau cucu, baik anak
tersebut lahir dari rahimnya atau dari rahim
istri yang lain.
4. Ashhabul furudh yang Berhak
Mendapat Bagian Dua per Tiga
Ahli waris yang berhak mendapat
bagian dua per tiga (2/3) dari harta
peninggalan pewaris ada empat, dan
semuanya terdiri dari wanita:
Dua anak perempuan (kandung) atau lebih.
Dua orang cucu perempuan keturunan anak
laki-laki atau lebih.
Dua orang saudara kandung perempuan atau
lebih.
Dua orang saudara perempuan seayah atau
lebih.
Ketentuan ini terikat oleh syarat-syarat
seperti berikut:
1. Dua anak perempuan (kandung) atau
lebih itu tidak mempunyai saudara
laki-laki, yakni anak laki-laki dari
pewaris.
2. Dua orang cucu perempuan dari
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keturunan anak laki-laki akan
mendapatkan bagian dua per tiga (2/3),
dengan persyaratan sebagai berikut
a. Pewaris tidak mempunyai
anak kandung, baik laki-laki
atau perempuan.
b. Pewaris tidak mempunyai
dua orang anak kandung
perempuan.
c. Dua cucu putri tersebut tidak
mempunyai saudara laki-laki.
3. Dua saudara kandung perempuan (atau
lebih) akan mendapat bagian dua pertiga
dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Bila pewaris tidak
mempunyai anak (baik laki-
laki maupun perempuan),
juga tidak mempunyai ayah
atau kakek.
b. Dua saudara kandung
perempuan (atau lebih) itu
tidak mempunyai saudara
laki-laki sebagai ashabah.
c. Pewaris tidak mempunyai
anak perempuan, atau cucu
perempuan dari keturunan
anak laki-laki.
4. Dua saudara perempuan seayah (atau
lebih) akan mendapat bagian dua pertiga
dengan syarat sebagai berikut:
a. Bila pewaris tidak
mempunyai anak, ayah, atau
kakek.
b. Kedua saudara perempuan
seayah itu tidak mempunyai
saudara laki-laki
c. Pewaris tidak mempunyai
anak perempuan atau cucu
perempuan dari keturunan
anak laki-laki, atau saudara
kandung (baik laki-laki
maupun perempuan).
Persyaratan yang harus dipenuhi bagi dua
saudara perempuan seayah untuk
mendapatkan bagian dua per tiga hampir
sama dengan persyaratan dua saudara
kandung perempuan, hanya disini (saudara
seayah) ditambah dengan keharusan adanya
saudara kandung (baik laki-laki maupun
perempuan).
5. Ashhabul furudh yang Berhak
Mendapat Bagian Sepertiga
Adapun ashhabul firudh yang berhak
mendapatkan warisan sepertiga bagian hanya
dua, yaitu ibu dan dua saudara (baik laki-laki
ataupun perempuan) yang seibu. Seorang ibu
berhak mendapatkan bagian sepertiga dengan
syarat:
a. Pewaris tidak mempunyai anak atau
cucu laki-laki dari keturunan anak
laki-laki.
b. Pewaris tidak mempunyai dua orang
saudara atau lebih (laki-laki maupun
perempuan), baik saudara itu
sekandung atau seayah ataupun seibu.
6. Ashhabul Furudh yang Mendapat
Bagian Seperenam
Adapun asbhabul furudh yang berhak
mendapat bagian seperenam (1/6) ada tujuh
orang. Mereka arlalah (1) ayah, (2) kakek ash
(bapak dari ayah), (3) ibu, (4) cucu
perempuan keturunan anak laki-laki, (5)
saudara perempuan seayah, (6) nenek atau,
(7) saudara laki-laki dan perempuan seibu.
a. Seorang ayah akan mendapat bagian
seperenam (1/6) bila pewaris
mempunyai anak, baik anak laki-laki
atau anak perempuan.
b. Seorang kakek (bapak dari ayah)
akan mendapat bagian seperenam
(1/6) bila pewaris mempunyai anak
laki-laki atau perempuan atau cucu
laki-laki dart keturunan anak-dengan
syarat ayah pewaris tidak ada.
c. Ibu akan memperoleh seperenam
(1/6) bagian dart harta yang
ditinggalkan pewaris, dengan dua
syarat:
1. Bila pewaris mempunyai
anak laki-laki atau
perempuan atau cucu laki-
laki keturunan anak laki-
laki.
2. Bila pewaris mempunyai
dua orang saudara atau
lebih, baik saudara laki-laki
ataupun perempuan, baik
sekandung, seayah, ataupun
seibu.
d. Cucu perempuan dari keturunan anak
laki-laki seorang atau lebih akan
mendapat bagian seperenam (1/6),
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apabila yang meninggal (pewaris)
mempunyai satu anak perempuan.
Dalam keadaan demikian, anak
perempuan tersebut mendapat bagian
setengah (1/2), dan cucu perempuan
dari keturunan anak laki-laki pewaris
mendapat seperenam (1/6), sebagai
pelengkap dua per tiga (2/3).
e. Saudara perempuan seayah satu
orang atau lebih akan mendapat
bagian seperenam (1/6), apabila
pewaris mempunyai seorang saudara
kandung perempuan. Hal ini
hukumnya sama dengan keadaan jika
cucu perempuan keturunan anak laki-
laki bersamaan dengan adanya anak
perempuan. Jadi, bila seseorang
meninggal dunia dan meninggalkan
saudara perempuan sekandung dan
saudara perempuan seayah atau
lebih, maka saudara perempuan
seayah mendapat bagian seperenam
(1/6) sebagai penyempurna dari dua
per tiga (2/3). Sebab ketika saudara
perempuan kandung memperoleh
setengah (1/2) bagian, maka tidak
ada sisa kecuali seperenam (1/6)
yang memang merupakan hak
saudara perempuan seayah.
f. Saudara laki-laki atau perempuan
seibu akan mendapat bagian masing--
masing seperenam (1/6) bila
mewarisi sendirian.
g. Nenek asli mendapatkan bagian
seperenam (1/6) ketika pewaris tidak
lagi mempunyai ibu. Ketentuan
demikian baik nenek itu hanya satu
ataupun lebih (dari jalur ayah
maupun ibu), yang jelas seperenam
itu dibagikan secara rata kepada
mereka.
III. ANALISA DAN PERANCANGAN
SISTEM
3.1 Analisis Sistem Berjalan
Sebagai dasar pertimbangan dalam
melakukan perancangan sistem diperlukan
pemahaman terhadap prosedur kerja yang
berjalan saat ini. Untuk itu maka gambar
berikut menggambarkan alur kerja dari
sistem yang berjalan.
Gambar 1. Bagan alir sistem yang berjalan,
3.2 Analisis Sistem Yang Diusulkan
Melihat bagaimana proses yang
berjalan dalam sistem ini. Maka kami
mengajukan gambaran umum sistem yang
diusulkan sebagai berikut:
Gambar 2. Analisis sistem yang diusulkan
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3.3 Perancangan Output Laporan
Perkara
Tabel 1. Perancangan Output Laporan
Perkara
No.
Berkas
Perkara
Tanggal
Pengajuan
Materi
Perkar
a
Nama
Pengusu
l
XX 99/99/99 XXX
XXX
XXX
X
XXXX
XXX
3.4 Rancangan Basisdata
Merancang database merupakan
suatu hal yang sangat penting. Kesulitan
utama dalam merancang database adalah
bagaimana merancang sehingga database
dapat memuaskan keperluan sistem. Berikut
rancangan basisdata dalam sistem penunjang
keputusan pembagian harta warisan :
Gambar 3. Relasi Tabel Pembagian Harta
Warisan
3.5 Rancangan Input
Rancangan input dibuat berdasarkan
bentuk dokumen yang digunakan untuk
mengambil data input beserta kode – kode
yang digunakan. Berikut bentuk form
penginputan data sebagai berikut :
1. Perancangan Form Login
2. Form Hukum Waris
Gambar 5. Perancangan Form Input Hukum
waris
V. KESIMPULAN
Melihat hasil pengujian dari
rancangan yang dibuat maka penulis
dapat mengambil beberapa kesimpulan
diantaranya:
1. Dengan memiliki aturan – aturan
ahli waris yang dimasukkan
kedalam sistem sebagai basis
pengetahuan  maka pengambilan
keputusan terhadap bagian –
bagian hak waris dapat dilakukan
dengan baik.
2. Hasil pengujian yang dilakukan
menggambarkan bahwa sistem
yang dibuat terbebas dari
kesalahan logika sehingga bug
pada sistem dapat diminimalisasi,
sehingga proses pengmbilan
keputusan memiliki kualitas yang
baik.
Gambar 4. Perancangan Form Login
Gambar 4. Form login
DAFTAR PUSTAKA
Login User
Nama
UserPasswo
rd
Logi
n
Keluar
Hukum Waris
Kode
Hukum
WarisHukum PenerimaWarisan
kdaturan isiaturan
Simp
an
Batal Kelua
r
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